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Perkebumean Nusantara

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

PT Perkebunan Nusantara Il (Persero) merupakan badan usaha yang seluruh kepemilikan
sahamnya berada di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, 100% saham
perusahaan dimiliki oleh negara melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai
perwakilan pemerintah dalam pengelolaan BUMN.

DOKUMEN SELENGKAPNYA->

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)



STRUKTUR DAN KOMPOSISI
PEMEGANG SAHAM

STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

Komposisi Kepemilikan Saham Perusahaan
Composition of Company Shareholders

Republik Indonesia
Republic of Indonesia

100%

Pemegang Saham Per 1 Januari 2025 & 31 Desember 2025
Shareholder As of January 1, 2025 and December 31, 2025

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Persentase Kepemilikan (%)
Issued and Fully Paid-Up Capital Percentage of Ownership (%)

Jumlah Saham (lembar) Nominal (Rp)
Number of Shares (stock) Nominal (Rp)

Nilai nominal Rp1.000.000/lembar saham
Nominal value Rp1,000,000/share

Pemegang Saham dengan kepemilikan 5% atau lebih
Shareholders with ownership of 5% or more

Negara Republik Indonesia 40.216.132 40.216.132.000.000 100,00
Republic of Indonesia

Kepemilikan Saham Langsung dan Tidak Langsung Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Direct and Indirect Share Ownership by the Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

Dewan Komisaris - - -
Board of Commissioners

Direksi - - -
Board of Directors

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)



Pemegang Saham
Shareholder

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid-Up Capital

Jumlah Saham (lembar)
Number of Shares (stock)

Per 1 Januari 2025 & 31 Desember 2025
As of January 1, 2025 and December 31, 2025

Persentase Kepemilikan (%)
Percentage of Ownership (%)

Nominal (Rp)
Nominal (Rp)

Nilai nominal Rp1.000.000/lembar saham
Nominal value Rp1,000,000/share

Pemegang Saham dengan kepemilikan kurang dari 5%
Shareholders with ownership less than 5%

Kepemilikan Saham Berdasarkan Klasifikasi
Share Ownership by Classification

Lokal / Nasional
Local / National

Individu -
Individual

Institusi 40.216.132

Institution

40.216.132.000.000 100,00

Asing
Foreign

Individu -
Individual

Institusi -
Institution

Informasi tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali
Information of Major/Controlling Shareholders

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan
badan usaha yang seluruh kepemilikan sahamnya berada
di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Dengan
demikian, 100% saham perusahaan dimiliki oleh negara
melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai
perwakilan pemerintah dalam pengelolaan BUMN.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) is a state-
owned enterprise whose shares are wholly owned by the
Government of the Republic of Indonesia. Thus, 100% of
the company’s shares are owned by the state through the
Ministry of State-Owned Enterprises, which acts as the
government’s representative in the management of state-
owned enterprises.

Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan/atau Karyawan
Management and/or Employees Stock Option Program

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tidak
memberlakukan kebijakan Program Opsi Saham bagi
Manajemen (Management Stock Option Program/MSQOP)
maupun Program Opsi Saham bagi Karyawan (Employee
Stock Option Program/ESOP). Dengan demikian, Dewan
Komisaris, Direksi, serta karyawan tidak memiliki
kepemilikan saham di perusahaan. Kondisi ini disebabkan
oleh status Perseroan sebagai badan usaha milik negara
yang seluruh modal sahamnya berasal dari penyertaan
pemerintah, sehingga 100% kepemilikan saham berada
pada Pemerintah Republik Indonesia.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) does not
implement a Management Stock Option Program
(MSOP) or an Employee Stock Option Program (ESOP).
Consequently, the Board of Commissioners, the Board of
Directors, and employees do not hold any shares in the
company. This situation is due to the Company’s status
as a state-owned enterprise whose entire share capital
originates from government investment, meaning that
100% of the shares are owned by the Government of the
Republic of Indonesia.



